
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diu bah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ~~egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran :
Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pornbangunan Nasional (Lornbaran ~kg()r() Rcpublik tndonosia Tahun
2004 I\!omor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dar!
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2014;

WALIKOTA PRABUMULlH,

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah
beberapa kali. terakhir dencan Undane-Undanz Nornor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas UnQang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara ~lomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2.009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nemer e2, Tambahan Lcrnbaran Ncgara Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Qewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
lndcnesta Tahun 2005 !'~Qmor18, Tarnbahan Lernbaran Negara Nemer
4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana
telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 110, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5155);

17. Pcraturan Pemcr intah t'~omcr 58 Tahun 2005 tcntang Pcngclolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan dan Peneraoan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614): '

20. Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

22. Peraturan PemerinLah i-lomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pcdornan Pcngclol.::.:::n ~cuar:gar: Dacrah, scbagatmana tetah diub.Jh
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t.entang Pedoman
Pengelolaan Keui:ln~an Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

26. Peraturan Daerah Kota Prabumul ih Nornor 11 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2014;

27. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014.

28. Peraturan 'NaUkot~ Prabumulih Nomor -15 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

29. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Perwako Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

30. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 23.A Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Perwako Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

31. Peraturan Wal.\kota Prabumul.ih Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2014;

32. Peraturan Walikota Prabumuiih Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2014.



Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam penjabaran taporan realisasi anggaran.

Pasal 3

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum
c1alam Lampiran I Peraturan Walikota Prabumulih ini.

78.162.784.927,85RpSisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

3. Pembiayaan:
a. Penertrnaan Rp 138.150.159.687,24
b. Pengeluaran Rp 8.468.097.379,45

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 129.682.062.307,79

(Rp 51.519.277.379,94)

Rp 927.133.659.934,95

Rp 18.324.786.151,00
Rp 232.092.997.126,95
Ro 351.248.242.268,00 .

Rp 60i .666.025.545,95

Rp 317.292.266.405,00
Rp 5.393.764.800,00
Rp 316.250.000,00
Rp 2.118.925.184,00
Rp 346.428.000,00

Rp 325.467.634.389,00

Rp 64.169.588.731,40
Rp 695.517.777.888,00
RbJ 115.927.0i5.935,61

Rp 875.614.382.555,01

Surplus! (Defisit)

Jumlah Belanja Total

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

.3. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bantuan Keuangan
5) Belanja Ttdak Terduga

2. Belanja

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Laiu-Iaiu Pendapatan yang Sail

Jumlah Pendapatan

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :

Menetapkan: PEPATURAN WAll KOTA PRABUMULIH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN'2014

MEMUTUSKAN:

/'



Jalan Jend.Sudirman KM 12 Kecamatan Cambai Telp.(0713) 3920011 Fax.(0713) 3920019
www.kotaprabumulih.go.id Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31114

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN 20~ 5 NOMOR 68

RUDDINAINI
5706131980031006

BUMULIH

Dlundangkan dt Prabumulih
pada tanggai 23 Oktober 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 6

Peraturan Walikota Prabumulih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota Prctbumulih ini.

Pasal 5

Penj~.b~rCln l.~p0r~n re~l.isasi anggaran sebagajrn~m. dirnaksud dalarn pasa! 3 tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Walikota Prabumulih ini. .

Pasal4


